PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PR KR ADFY o=

TENTANG

- RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK

Ménim bang

Mengingat

DI PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI DEMAK,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah sesuai

dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka daerah diharapkan bisa
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah lewat kegiatan
pelayanan kepada masyarakat ;

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

anggota masyarakat unfuk mengembangkan {ternaknya,
maka usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit
ternak menular pada ternak perlu mendapatkan perhatian ;

. bahwa pasar hewan sebagai tempat berkumpulnya ternak-
ternak dari berbagai daerah, maka menjadi tempat strategis . -

yang dapat menyebabkan tertularnya  penyakit . hewan
menular diantara ternak-ternak yang ada di pasar hewan ;

;.bahwa untuk menghindari terjangkitnya penyakit menular

pada fernak di Kabupaten Demak, perlu diadakan
pemeriksaan kesehatan ternak agar diperoleh ternak yang -
sehat untuk usaha peternakan dan aman bagi konsumen ;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu

- dilakukan pemungutan Reltribusi Pemeriksaan terhadap

k3

kesehatan ternak di Pasar hewan perlu diatur dan ditetapkan
dalam Peraturan Daerah .

CUndang-undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinst Jawa Tengah | '

CUndang undang MNomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

ketentuan  Pokok  Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Tahun 1867 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 28243

HETIIY SYEREINT lr!uﬂ Novwor 8 Tahun 1981 iemal’lg HUKum Acara
Tmnh (Lentbaran Negara  Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lambaran Ntmra 3209) ;

g Momor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

~g~m tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
pafan Nedara Nomor3499)
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_Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3689} .

Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
tomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1989  tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) |

indang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
5000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4348}

Cberaturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Pailuasan Kotamadya Daerah Tingkat |l Semarang
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
' =mbaran Negara Nomor 3079) ;

Crearaturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1877 tentang

Genolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan |

Ceraturan Pemerintah Momor 20 Tahun 1997 tentang
Relribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1687 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1893

fentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

_Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah |

Kenutusan Menteri Dalam Negeri 'Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tat}a Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi
Daerah | -

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat | dan Daerah Tingkat Il ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Demak

Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil '
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l
Demak Tahun 1988 Nomor 8) .
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BAB 1l -
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSH
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak di
nasar hewan dipungul retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah .

Pasal 3
Obyek retribusi adalah ternak yang dijualbelikan di Pasar

Hewan yang meliputi kerbau, sapi, kambing dan domba .

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
membawa fernaknya untuk dijuaibelikan di pasar hewan .

gAB
GOLONGAN RETRIBUSI
frasal 5 :

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Ternak digolongkan sebagai
retribusi jasa umum .

BAB Y
PELAYANAN PEMERIKSAANKE SEHATAN HEWAN
Pasal 6

(1) Ternak yang diperdagangkan di Pasar Hewan harus
diperiksa kesehataniya oleh petugas pemeriksa ternak di
pasar hewan .

(2) -ternak yang telan diperiksa kesehatannya diberi surat
keterangan yang disebut sural kesehatan ternak dan dapat
ditunjukkan kepada petugas apabila diperiukan .

(3y fernax yang t=lab diperiksa ternyeta sakit dilarang untuk
dipeidaganykan di Pasar Hewan .

BAB YV
RETRIBUSI
Pasal 7

ferhadan pelayanan pemeriksaan ternak, pemilik ternak
diwajibkan  membayar retribusi  atas jase pelayanan
seneriksaan kesehalan ternak yang telah diberikan kepada

~otnan

P
—
[

(21 Felugas paneinia retiibusi ditelapkan oleh pejabat yang
ditunjuk
RBAB Vi
CATA MONGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8

Lighal  peigyundan  jasa diukur berdasarkan pelayanan
poneiksaainyand diperikan serta jumiah ternak yang diperiksa.
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BAB Vli
> DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
RUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

FRINSIP
lala o
i

Fiinsip dan sasaran dalam penetapan siruktur dan besarnya
tarif retribusi dimaksudkan_pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan pantas yang diterima oleh pemilik ternak dan
beiorientasi pada harga pasar . :

BAB VIl
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk kerbau, sapi setiap ekor sebesar Rp. 2.000,00 ;
b Untuk domba, kambing setiap ekor sebesar Rp.
000 00
{Z) Setiap retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke
kac daerah '

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi  dipungut  di pasar  hewan tempat pelayanan
nemertksaan ternak diberikan .

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Datam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sefiap bulan dari retribusi
yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD .

BAB X!
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus / lunas .

{¢) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI|
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

VWajib  retribusi  yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
pelanggaran,




Pasal 15

Semua denda yang timbul sebagai akibat terjadinya sanksi
adminitrasi dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini
dimasukan dalam Kas Daerah.

BAB Xlill
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1881 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menzliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah agar keterangan atau iaporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
tersebut ; '

¢c. Meminta keterangan dan bahan buk!i dari oreng pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah :

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catalan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah ; ‘

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saal pemeriksaan. sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar Kketerangannya dan
diperiksa sebagai lersangka alau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

K. Melakukan lindakan lain yang perlu untuk Kkelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan
dimutainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketenfuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana .
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BAEB X|v
KETENTUANPENUTUP

Pasal 17
Haﬁhaiyang belum djz
mengenai pelaks

Pasal 18

Perauwanijaerahininxwaibeﬂ

akupadatanggal&undangkan

Agar setiap
Pengundangan

orang mengetahuinyg
fal

memerintahkan
Peraturan Daerah ipj dengan
ami 2mbaran Daera

penempatannya
;J}KahupMen()emak.

DnmapkandiDemak
Pada tanggal <

T
vl

BUPAT] DEMAK

dﬂlwa WZENDAAKSSETYABHNGDYAH

Disetujﬁi DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan No

moT 25YKEP.DFRD/2001
Yanggal 9 Julj 2pg; .

Diundangkan di Demgk
Pada tanggal 10 Juli 2001

SEKRET KABUPATRN DEMAK

Dre, APy ZANI, MM

Pembing Tk. I
NIP, 010072041

NOMOR 5 SERI B NOMOR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
RE TRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK
| DI PASAR HEWAN

PENJELATAN UMUM

Dalam rangka antuk nelindungi’ masyarakat pemilik ternak di
Kabupaten Demak serls unfuk menjamin kesehatan ternak dari berbagai
macam penyakit, pemerintah Kabupaten Demak akan memberikan jasa
pemeriksaan ternak dipasar hewan
Dalam meriberikan jasa pemeriksaan kesehatan ternak tersebut diperfukan
adanya sualu landasan hukum yang mengatur pelaksanaan dalam bentuk
Peraturan Daerah . -

Terhadap jasa pelayanan yang diberikan tersebut Pemerintah
Kabupaten Demak dapat menarik retribusi pelayanan pemeriksaan
kesehatan ternak di pasar hewan . Besarnya retribusi yang dipungut oleh
Pemerintah Daerah didasarkan pada besarnya pelayanan / jasa yang
diterima berdasarkan kriteria hewan / ternak yang diperiksa di pasar hewan .

Untuk maksud tersebut maka pengaturannya ditetapkan dengan
Peraluian Daeran

PEMIFLasSan 2asal DEFEME PASAL

Pasal 13419 : Cukup jelas .
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